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BAB III 

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM 

MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENDIDIK DAN 

MENOLONG CALON ISTRI SESUAI DENGAN SUNAH NABI MUHAMMAD 

SAW DALAM PENETAPAN NO. 1913/PDT.G/PA.SDA 

A. Gambaran Umum di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo 

a. Lokasi Pengadilan Agama Sidoarjo.  

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat 

pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut 

menangani masalah hukum perdata Islam di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai 

dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu 

melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai 

masalah hukum kekeluargaan.1 

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I-B memiliki wilayah kerja 

berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu di 112,5o s/d 112,9o Bujur Timur dan 

7,3o s/d 7,5o Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik 

b. Selatan : Kabupaten Pasuruan 

                                                           
1 Aslikhan yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 2355/Pdt.G/2011/PA.SDA Tentang 

izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, (Skripsi_Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).  
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c. Timur : Selat Madura 

d. Barat : Kabupaten Mojokerto 

Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berada dalam wilayah yang 

strategis di Jl. Hasanuddin No. 90 Sekardangan Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kode pos 61215 Telp. (031) 8921012. 

Sehingga untuk menjangkau kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, 

masyarakat dapat menggunakan fasilitas transportasi umum yang tersedia 

di Sidoarjo. 

b. Dasar Hukum Berdirinya 

Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, 

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah diantara orang-

orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Penyelenggaraan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat 

banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan 

yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada 
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umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya 

ataupun para pencari keadilannya (justiciabel). Disamping Pengadilan 

Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang 

termasuk peradilan khusus.2 

c. Visi dan Misi 

Visi: " Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung"  

Misi:  

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak 

lain, tidak memihak dan transparan. 

3. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan. 

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan 

dihormati. 

 

                                                           
2 Pengadilan Agama Sidoarjo, “Profil-sejarah”, http://pa-sidoarjo.go.id/statis-57-

sejarahperadilanagama.html, diakses pada tanggal 14 Maret 2017. 

http://pa-sidoarjo.go.id/statis-57-sejarahperadilanagama.html
http://pa-sidoarjo.go.id/statis-57-sejarahperadilanagama.html
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d. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Sidoarjo: 

1. Tugas pokok Pengadilan Agama : 

Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU 

No.50/2009 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa Pengadilan 

Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang:3 

a. Perkawinan, penjelasan pasal 49 tersebut menyebutkan yang 

dimaksud perkawinan yaitu perkawinan yang sesuai UU dan hukum 

Islam antara lain : 

1. Izin beristri lebih dari seorang, 

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau 

keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 

3. Dispensasi kawin, 

4. Pencegahan perkawinan, 

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 

6. Pembatalan perkawinan, 

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, 

8. Perceraian karena talak, 

9. Gugatan perceraian, 

                                                           
3 Soeroso, Hukum Acara Khusus Kompilasi ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), 260. 
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10. Penyelesaian harta bersama, 

11. Penguasaan anak-anak, 

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya, 

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 

istri, 

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 

16. Pencabutan kekuasaan wali, 

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut, 

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 

tuanya, 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak 

yang ada dibawah kekuasaannya, 

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam, 

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran, 
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22. Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 

b. Waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh yang 

dilakukan berdasar hukum Islam. 

c. Ekonomi Syari’ah meliputi :4 

1. Bank Syari’ah,  

2. Lembaga keuangan mikro Syari`ah,  

3. Asuransi Syari`ah,  

4. Reasuransi Syari`ah,  

5. Reksa dana Syari`ah,  

6. Obligasi Syari`ah dan surat berharga, 

7. Sekuritas Syari`ah, 

8. Pembiayaan Syari`ah, 

9. Pegadaian Syari`ah, 

10. Dana pensiun lembaga keuangan Syari`ah, 

11. Bisnis Syari`ah berjangka menengah Syari`ah, 

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan 

dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 

                                                           
4 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2. 
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tentang Peradilan Agama) dan memberikan istbat kesaksian hilal dengan 

penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama). 

Melaksanakan administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama 

sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan 

dan melaksanakan administrasi kesekretariatan serta pembangunan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditentukan. 

2. Fungsi Pengadilan Agama 

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama). 

e. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo 

  Kewenangan relatif ini, Pengadilan Agama Sidoarjo hanya 

berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di kota 

Sidoarjo yang meliputi: Kecamatan Balong Bendo, Kecamatan Buduran, 

Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan 

Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, 

Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan 
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Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, 

Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu. 

f. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo adalah 

terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab 

berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah. 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo dibuat untuk 

memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan.tugas pokok dalam hal ini 

melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, 

administrati dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana). 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah   

sebagai berikut: 
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B. Deskripsi Perkara Diterimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik dan 

Menolong Calon Istri Sesuai Dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. di 

Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo. 

1. Deskripsi Singkat Perkara 

Pada tanggal 30 Juni 2015 Pemohon mengajukan surat 

permohonan izin poligami di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo 

dengan Nomor Putusan 1913/Pdt.G/PA.Sda. dengan uraian perkara 

sebagai berikut:5 

Bahwa dalam putusan pengadilan tersebut telah menjelaskan 

bahwasanya antara Pemohon atau suami dan juga Termohon atau Istri 

ini sudah lama menjalin sebuah pernikahan yang cukup lama yang 

tepatnya terletak pada tanggal 15 Nopember 1996. Pernikahan tersebut 

telah dilakukan dengan sah menurut agama maupun negara yakni 

dengan cara melakukannya di Kantor Urusan Agama di kecamatan 

masing-masing yang sesuai dengan tempat tinggalnya di kota Sidoarjo. 

Selama menjalin pernikahan tersebut pasangan ini telah dikarunai 

keturunan sebanyak 4 orang anak. Anak kandung pertama telah berusia 

tujuh belas tahun, anak kandung kedua telah berusia tiga belas tahun, 

anak kandung ketiga telah berusia tujuh tahun, adapaun anak kandung 

yang terakhir berusia dua setengah tahun. Beberapa anak tersebut 

                                                           
5 Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. 
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semuanya diasuh dan dididik oleh keduanya secara bersama-sama 

dalam satu rumah.  

Setelah itu Pemohon ini mempunyai niat untuk menikah lagi 

dengan seorang wanita yang akan dijadikannya sebagai calon istri 

keduanya. Wanita ini juga bertempat tinggal di kota Sidoarjo dimana 

tempat tinggal Pemohon dan juga Termohon ini menetap. Wanita ini 

juga adalah mahasiswi Pemohon sendiri. dan Pemohon itu adalah 

dosennya dari perguruan tinggi ditempat ia menuntut ilmu. Namun 

status dari wanita ini adalah janda cerai. Pemohon dan wanita tersebut 

telah mengenal antara satu dengan yang lainnya telah cukup lama 

sekitar kurang lebih tiga tahun empat bulan, Tertanggal pada 20 

Februari 2012. Selama menjalani perkenalan yang cukup lama itu maka 

keduanya ini setuju memutuskan untuk melanjutkan hubungan 

perkawinan yang sah dengan alasan Pemohon yakni ingin menolong 

dan membantu calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW.6 

Adanya niat dari Pemohon itu telah diketahui oleh istrinya 

Pemohon atau Termohon. Termohon ini pun menyetujui rela dan ikhlas 

apabila suaminya/Pemohon ini menikah lagi dengan wanita tersebut. 

keduanya juga baik Pemohon dan wanita tersebut tidaklah memiliki 

hubungan darah kekeluargaan baik dari segi sepersusuan ataupun yang 

                                                           
6 Ibid., 
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lainnya. Keduanya ini tidak ada hubungan kekeluargaan, maka 

keduanya ini diperkenankan dan diperbolehkan untuk melakukan 

sebuah pernikahan baik dipandang dari segi agama maupun peraturan 

yang ada yakni dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Namun bukan hanya dari situ saja akan tetapi juga dilihat dari 

penghasilan Pemohon yang lumayan cukup besar penghasilannya yakni 

sekitar rata-rata Rp. 10.000.000,-. Pemohon dapat memenuhi nafkah 

kebutuhan secara keseluruhan baik secara lahir maupun batin. Pemohon 

juga menyatakan bahwa ia mampu untuk berlaku adil untuk 

keluarganya baik dari istri-istri dan juga anak-anaknya. 7 

Antara Pemohon dan juga Termohon ini telah memiliki harta 

bersama selama pernikahan itu berlangsung baik harta itu bergerak 

maupun yang tidak bergerak yang selama perkawinan telah 

dikumpulkan secara bersama-sama. maka dari itu calon istri kedua 

tersebut menyatakan tidak akan menggangu dan mengambil atau yang 

lainnya terhadap harta bersama milik keduanya baik Pemohon ataupun 

Termohon. Setelah menyampaikan pemaparan diatas tadi maka 

Pemohon menginginkan Permohonannya ini dikabulkan/diterima untuk 

menikah lagi dengan wanita tersebut. namun apabila dari permohonan 

ini pengadilan khususnya para hakim mempunyai pendapat yang 

                                                           
7 Ibid., 
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berbeda dengan Pemohon, maka mohon untuk memutuskan perkara ini 

dengan seadil-adilnya sesuai kadar dan ketentuan yang ada. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim 

Menurut hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, yakni hakim 

memutuskan perkara dalam izin poligami bahwa hakim tidak melihat 

segala alasan apapun yang diutarakan oleh pemohon baik karena ingin 

mendidik dan menolong calon istri sesuai Sunah Nabi Muhammad 

SAW. ataupun yang lainnya. Akan tetapi yang terutama yang menjadi 

dasar hukum hakim adalah tetap mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat 

(1)  Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

melihat persyaratan izin poligami itu sendiri yakni sudah adanya 

persetujuan dari istri/istri. Bahwa di depan persidangan Termohon telah 

memberikan persetujan secara lisan dikuatkan dengan adanya bukti P.4, 

karenanya sebagai bukti bahwa Termohon tidak keberatan. Walaupun 

hakim mengabaikan persyaratan poligami yang terdapat ketentuan 

dalam pasal 4 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 yang merupakan syarat 

fakultatif bahwa telah terbukti bahwa telah menjalankannya secara 

keseluruhan, sehingga syarat fakultatif tersebut tidak terpenuhi.8 

                                                           
8 Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.HP, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 09 April 2017 
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Hal ini hakim berpandangan bahwa bahwa apabila syarat izin 

poligami terutama sudah mendapatkan izin dari istri pertama maka itu 

sudah bisa untuk mengabulkannya walaupun aspek lain dari persyaratan 

fakultatif tidak terpenuhi. Menurutnya poligami itu boleh yang sesuai 

dengan undang-undang yakni sudah mendapatkan dari izin istri 

Pemohon, dan disamping itu adil juga harus dipenuhi karena dalam Al-

Quran orang berpoligami syarat utamanya adalah keadilan. Maka 

apabila keduanya ini telah terpenuhi maka ini sudah bisa diputuskan dan 

juga diterima oleh hakim untuk mengizinkannya berpoligami. Dan juga 

hakim mempertimbangkan bahwa kehendak pemohon untuk melakukan 

poligami tentu akan menanggung mud}arat (resiko) bahkan dampak 

negatif, namun hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh 

Pemohon dan Termohon lebih besar jika pemohon tidak diizinkan 

melakukan poligami dan juga melihat maslahah dan juga mudhorotnya9 

Menurut hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang lain yaitu Siti 

Aisyah, S.Ag., M.H mengatakan bahwa: 

“jadi gini hakim itu kan mempertimbangkan adalah untuk 

mencari kebenaran. Seperti istri bilang suami saya suka memukul dll, 

akan tetapi ketika dipersidangan tidak terbukti dan juga saksi-saksi tidak 

ada yang tahu, ternyata hanya masalah nafkah saja. jadi itu fakta-fakta 

                                                           
9 Ibid.,  
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yang ada didalam persidangan itu yang diambil yang dipertimbangkan.” 

Begitu tuturnya.  

Melihat dari alasan itu bahwa didalam undang-undang memang 

tidak ada. Menurut undang-undang itu sudah dijelaskan ada dipasal 4 

dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 

pasal 41 itu ada syarat-syarat alternatif dan juga syarat-syarat kumulatif 

kalau itu sudah dibuktikan ada dalam persidangan baik itu secara lisan 

maupun secara tertulis terbukti itu didalam undang-undang ada itu bisa 

dijadikan pertimbangkan. Jadi kebenaran formilnya yang dicari. juga 

apabila dalam persyaratan alternatif tidak ada maka cari persyaratan 

yang dikumulatif. beliau juga berpendapat bahwa boleh mengabaikan 

pasal 4 yakni syarat-syarat alternatif. melihat pasal selanjutnya yang 

terdapat dalam pasal 5 ayat 1, yang lebih penting itu adalah persyaratan 

adanya persetujuan dari istri-istri, juga adanya pernyataan suami 

mampu berlaku adil itu dibuktikan dengan mempunyai harta benda apa 

saja dan mempunyai penghasilan berapa, dari situ bisa dipertimbangkan 

bahwa dia mampu bahwa suami ini untuk beristri lebih dari seorang. 

dari situ bisa dilihat bisa menghidupi dan juga menafkahi istri-istrinya 

dan juga anak-anaknya.10 Bahwa si calon istri ini telah diberlakukan 

secara keras dan semenang-menangnya oleh mantan suaminya dulu. 

                                                           
10 Siti Aisyah, S.Ag, M.H, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2017. 
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Bahwa disering dipukuli disakiti dan lain-lain sebagainya. Sehingga 

membuatnya trauma dan terganggu mentalnya. Apabila tidak 

dikabulkan permohonannya maka ditakutkan terjadi keburukan yang 

lebih besar yakni bisa saja si calon istri kedua ini malah ingin bunuh diri 

dan lain sebagainya karena tidak ada yang mengayomi dan menjaga 

baik dari segi mental maupun lahiriahnya.  

Beliau juga telah menceritakan sedikit kronologinya:  

“Dan itu kasusnya istri yang dipoligami itu sudah bersuami tetapi 

bercerai dengan suaminya yang pertama dia itu sering di KDRT jadi 

kondisinya itu stress dan dia melanjutkan kuliah kebetulan bapak ini 

ikut mengajar menjadi mahasiswanya begitu, mungkin sering curhat 

dan akhirnya timbul iba” begitu kata hakim Pengadilan Agama yang 

memutuskan putusan poligami tersebut.  

3. Putusan Tentang Izin Poligami 

a. Saksi-Saksi 

Selain adanya bukti-bukti secara tertulis maka diperlukan pula 

bukti-bukti secara lisan dan salah satunya adalah menghadirkan para 

saksi oleh Pemohon apakah informasi dan data itu benar adanya yang 

dimintai keterangan dari saksi-saksi tersebut. dan terdapat 2 saksi yang 

dihadirkan dalam persidangan yakni:11 

                                                           
11 Putasan Pengadilan…, 9. 
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Saksi yang pertama ini adalah dari saudaranya sendiri dari 

Pemohon yakni dia adalah keponakannya yang juga bertempat tinggal 

di kota Sidorajo. saksi ini telah berusia tiga puluh tahun dan juga 

agamanya sama dengan Pemohon yakni agama Islam. Saksi ini dimintai 

sumpah sebelum menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya di 

depan sidang majelis hakim. Saksi telah mengetahui cukup lama 

hubungan antara Pemohon dan Termohon ini sebagai pasangan suami 

dan istri sejak melangsungkan pernikahan tertanggal 15 Nopember 

1996. Tempat tinggal antara Pemohon dan juga Termohon ini terletak 

di kota Sidoarjo. Setelah melangsungkan pernikahan yang cukup lama 

pasangan antara Pemohon dan juga Termohon ini telah dikaruniai empat 

orang anak. Di samping saksi mengetahui antara keduanya ini telah 

mempunyai keturunan, saksi juga telah mengetahui bahwa ada niat dari 

Pemohon ini untuk melakukan poligami terhadap orang yang sudah 

cukup lama yang telah kenal dengannya. Yakni dengan seorang 

mahasiswinya sendiri yang telah berumur empat puluh tiga tahun yang 

telah berstatus sebagai seorang janda cerai. Antara keduanya ini telah 

saling mengenal cukup lama sekitar tiga tahun empat bulan. Setelah 

mengenal selama itu keduanya ini bersepakat untuk menjalin hubungan 

ke jenjang yang lebih serius dengan melakukan pernikahan yang sah. 

Adapun alasan dari Pemohon sendiri dihadapan majelis hakim adalah 

ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi 
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Muhammad SAW. namun sebelum itu rencana itu telah dirapatkan ke 

keluarga terutama dengan istri pertama Pemohon yakni Termohon. 

memang antara keduanya ini tidak mempunyai hubungan keluarga sama 

sekali baik dilihat dari segi sepersusuan, mahram ataupun yang lainnya. 

Maka dari itu pernikahan ini diperkenankan dan juga diperbolehkan 

tidak ada larangan maupun halangan untuk melakukan sebuah 

pernikahan baik itu dilihat dari sisi agama maupun dari sisi pandang 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan saksi 

juga mengetahui Pemohon ini mempunyai penghasilan yang cukup 

banyak. Rata-rata penghasilannya itu sekitar Rp. 10.000.000,-. 

Sehingga dengan penghasilan sebesar itu mampu menjamin akan 

kebutuhan menafkahi untuk kelurganya baik untuk istri-istrinya 

maupun untuk anak-anaknya. Dilihat dari profesi Pemohon ini sebagai 

seorang penceramah agama maka saksi memandang Pemohon ini 

adalah orang yang bertingkah laku dan akhlak yang baik. 

Saksi yang kedua ini, saksi adalah termasuk dari salah satu 

keluarga dari Pemohon yakni kakak kandungnya sendiri. Usia dari saksi 

yang kedua ini sudah cukup tua yang telah berusia kurang lebih 

menginjak umur lima puluh empat tahun. Agamanya juga tidak berbeda 

dengan Pemohon yakni beragama Islam. Adapun profesi dari saksi yang 

kedua ini adalah sebagai seorang guru sekolah. Tempat tinggalnya juga 

tidak jauh dari Pemohon satu kota juga kota Sidoarjo. Saksi ini dimintai 
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kesediaannya untuk disumpah di depan sidang majelis hakim sebelum 

memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya. Saksi juga telah 

mengetahui bahwa Pemohon ini sudah cukup lama melangsungkan 

perkawinan dengan Termohon yang telah berlangung sejak tertanggal 

15 Nopember 1996. Selama menjalin hubungan pernikahan tersebut 

antara Pemohon dan juga Termohon telah dikaruniai keturunan 

sebanyak empat orang anak. Saksi juga tahu bahwa Pemohon ini 

mempunyai suatu niat yakni ingin menikah lagi dengan seorang wanita 

yang tak lain adalah mahasiswinya Pemohon sendiri. yang telah berusia 

empat puluh tiga tahun. Agamanya juga sama yakni Islam. Status 

wanita ini dia telah menjadi seorang janda cerai. Antara Pemohon dan 

juga calon istri kedua ini sudah cukup lama mengenal antara satu 

dengan yang lainnya kurang lebih sudah selama tiga tahun empat bulan. 

Setelah melalui perkenalan yang cukup lama itu keduanya setuju dan 

juga sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan 

melakukan pernikahan. Adapun alasan yang digunakan pemohon 

adalah ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah 

Nabi Muhammad SAW. bukan hanya itu saja saksi juga mendengar 

sendiri bahwa Termohon ini ikhlas dan rela bila suaminya menikah lagi 

dengan wanita tersebut. Saksi juga melihat dan mengetahui bahwa 

antara Pemohon dan juga wanita tersebut tidaklah mempunyai suatu 

hubungan keluarga baik dari segi darah, sepersusuan maupun yang 
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lainnya, Sehingga tidak ada halangan dan juga larangan untuk keduanya 

melakukan sebuah pernikahan yang sah baik dilihat dari segi agama 

maupun dipandang dari segi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Pemohon ini juga berprofesi sebagai seorang guru 

agama yang penghasilannya lumayan besar kurang lebih sekitar Rp. 

10.000.000,-. Penghasilan sebesar ini maka mampu Pemohon untuk 

menafkahi keluarganya terutama untuk istri-istrinya dan juga anak-

anaknya.   

b. Pengakuan Termohon 

Termohon ini adalah seorang istri dari seorang Pemohon yang 

berstatus sebagai suaminya. Termohon ini sudah berusia lebih dari tiga 

puluh tahun dan tepatnya pada umur tiga puluh tujuh tahun. Hal agama 

juga Termohon ini sama yakni beragama Islam. Antara Pemohon dan 

Termohon ini sudah menjalin hubungan pernikahan yang cukup lama 

yakni semenjak tertanggal pada 15 Nopember 1996. Selama menjalin 

hubungan pernikahan tersebut pasangan ini telah dikaruniai keturunan 

sebanyak 4 orang anak. Termohon juga sudah tahu niat dari Pemohon, 

bahwa Pemohon ini hendak menikah lagi dengan seorang wanita 

dimana wanita ini adalah mahasiswinya Pemohon sendiri. Wanita ini 

juga telah berstatus sebagai seorang janda cerai. Mereka juga sudah 

mengenal lama antara satu dengan yang lain yakni sudah kurang lebih 

tiga tahun empat bulan. Setelah mengenal satu dengan yang lain selama 
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itu, maka mereka memutuskan menjalin hubungan yang lebih serius 

dengan melakukan sebuah pernikahan yang sah. Istri pertama ini setelah 

mengetahui hal tersebut dia rela dan ikhlas untuk mengizinkan 

suaminya menikah lagi dengan wanita itu yakni yang nantinya akan 

menjadi calon istri kedua Pemohon. Istri pertama pemohonn ini juga 

tahu bahwa antara Pemohon dan juga wanita tersebut tidak mempunyai 

sebuah hubungan kekeluargaan darah ataupun sepersusuan dan lainnya,  

Sehingga tidak ada larangan dan juga halangan apabila mereka berdua 

ini melakukan sebuah pernikahan yang sah baik dilihat dari segi agama 

maupun dari peraturan yang ada yakni undang-undang yang berlaku di 

Indonesia. Memang penghasilan dari Pemohon ini lumayan besar yakni 

sebesar Rp. 10.000.000,-. Maka dengan penghasilan yang cukup besar 

ini maka Termohon yakin bahwa Pemohon ini bisa memenuhi 

kebutuhan nafkah dengan adil untuk istri-istri dan juga anak-anaknya 

baik dari segi materiil maupun non materiil.12 

c. Hasil putusan 

Beberapa alat-alat bukti yang ada baik dari barang bukti yang 

secara tertulis maupun yang secara lisan, dengan pertimbangan-

pertimbangan hakim yang ada dan juga melihat fakta-fakta yang ada 

dalam persidangan maka para majelis hakim telah memutuskan dan juga 

                                                           
12 Ibid., 4. 
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menetapkan bahwa majelis hakim menerima permohonan Pemohon 

dengan mengizinkannya untuk menikah lagi dengan wanita tersebut. 13 

Adanya putusan tersebut yang telah dihadiri oleh Pemohon 

yakni seorang suami dengan Termohon yakni istri dari Pemohon dan 

telah datang juga calon istri kedua di dalam persidangan poligami ini. 

Persidangan ini telah ditetapkan dan telah diputuskan pada hari Senin 

tertanggal 07 September 2015 yang terletak tepatnya pada tanggal 22 

Dzulqaidah 1437 Hijriyah. Diketuai Oleh Siti Aisyah beserta hakim-

hakim anggota lainnya dan juga panitera pengganti di Pengadilan 

Agama Sidoarjo. 

 

 

 

                                                           
13 Ibid., 21. 


